
Menimbang :a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
188.34-4789 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa
Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendiclikan
Inklusif Ramah Anak, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal
15 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 dicabut
karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014, khususnya pada Lampiran A Pembagian
Urusan Pemerintahan Bidang Pendiclikan, Sub Urusan
Manajemen Pendidikan;

b. bahwa sesuai Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan tanggal 24 Oktober 2016 Nomor
188.341/02369/DPRD-SS/2016 Hal Izin Memperbaiki
Raperda, pada prinsipnya menyetujui adanya penyempurna
en] perbaikan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2013 tersebut;

c. bahwa pencabutan beberapa ketentuan/pasal sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan dengan
merubah ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan lnklusif Ramah Anak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Inklusif Ramah Anak;

Mengingat: 1. Pasa! 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANDAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAANPENDIDIKANINKLUSIFRAMAHANAK.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH

PROVINSISUMATERASELATAN
dan

GUBERNURSUMATERASELATAN

MEMUTUSKAN:

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 ten tang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pcmcrintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5607);

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 ten tang
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 4);
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TAHUN2017 NOMOR 1

NOREGPERATURANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN: (1/2017)

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27 Febra.ari 2017

DAERAH
SELATAN,

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Febraari 2017
GUBERNURSUMATERASELATAN,

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

(1)Dihapus.
(2)Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak

dilakukan melalui penghilangan hambatan dan
pemenuhan kebutuhan pendidikan sesuai dengan kondisi
dan kemampuan peserta.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 15 ayat
(2)berbunyi sebagai berikut:

Pasal15
(1)Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengembangkan

satuan pendidikan khusus Pembina Provinsi sebagai pusat
sumber pendidikan inklusif dan satuan pendidikan
khusus di kabupaten/kota sebagai sub pusat sumber
pendidikan inklusif.

(2)Dihapus.

Pasa!5

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013
Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 5
berbunyi sebagai berikut:

Pasa! I
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GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto 
 
 

H. ALEX NOERDIN 

Plt.SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN, 

 
dto 

 
 H. JOKO IMAM SENTOSA 


